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Intisari 

BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 melakukan 

audit kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari hasil audit 

tersebut BPK RI menemukan sepuluh temuan kelemahan dalam tata kelola pembinaan 

BUMD dan memberikan 24 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. 

Hasil survey atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja tersebut menunjukkan 

bahwa sebanyak 22 rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit BPK dan faktor-faktor yang menyebabkan unit pembina BUMD 

Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit 

kinerja tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur terhadap pejabat 

yang tergabung dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak 

lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Lanjut Haisl 

Pemeriksaan BPK RI. Selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan 

Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit 

kinerja BPK, yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi SDM, mutasi personil, kelemahan 

komunikasi, koordinasi, dan pengendalian internal, serta kurangnya dukungan legislatif. 

 

Kata kunci: Audit kinerja, Tindak Lanjut, Sumber Daya Manusia, Komunikasi, 

Koordinasi, Pengendalian Internal, Dukungan Legislatif 
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PENDAHULUAN  

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara telah 

mengamanatkan kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk 

melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. Salah satu jenis 

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI adalah 

pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas 

pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas 

pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, serta 

efektivitas. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN) menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan 

kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek 

ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan 

keuangan negara, serta memberikan rekomendasi 

untuk memperbaiki aspek tersebut. 

Rekomendasi menggambarkan pendapat 

dan penilaian auditor atas tindakan yang diperlukan 

untuk memperbaiki kinerja guna memperbaiki 

operasi yang menjadi penyebab masalah yang 

teridentifikasi dan kelemahan manajemen yang 

mendasarinya (Raaum dan Morgan, 2009). Melalui 

rekomendasi, pemeriksa dapat memberikan saran 

dan masukan kepada manajemen mengenai sebuah 

permasalahan secara lebih detil dari sisi 

operasional.  

UU No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara pasal 20 mengatur mengenai 

kewajiban pejabat yang berwenang untuk 

menindaklanjuti, memberikan jawaban, atau 

penjelasan kepada BPK atas rekomendasi dalam 

laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 

enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan 

diterima. Selain mewajibkan pejabat pemerintah 

untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, UU 

No. 15 Tahun 2004 juga memberikan kewenangan 

kepada BPK RI untuk melakukan pemantauan atas 

tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Pemerintah 

Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan 

Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 92 Tahun 

2012 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI pada Pemkot Yogyakarta 

sebagai acuan dalam menindaklanjuti hasil audit 

BPK RI agar dapat dilaksanakan secara efektif, 

efisien, dan akuntabel. Pedoman ini mengatur 

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 

mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu, dan audit kinerja. 

BPK RI pada tahun 2016 melakukan 

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola 

Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta. Audit dilaksanakan dengan berfokus 

pada empat area kunci, yaitu aspek regulasi 

pembinaan BUMD, kelembagaan dan Sumber Daya 

Manusia (SDM), monitoring dan evaluasi, dan 

rencana strategis pemerintah daerah dalam 

pembinaan BUMD. Melalui pemeriksaan tersebut 

BPK RI menemukan sepuluh temuan kelemahan 

dan memberikan 24 rekomendasi perbaikan untuk 

ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Hasil 

survey atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit 

kinerja menunjukkan bahwa sebanyak 22 

rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti oleh 

Pemkot Yogyakarta. Berdasarkan kondisi tersebut, 

penelitian ini bertujuan menganalisis upaya yang 

telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta dalam 

menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

kinerja dan faktor-faktor yang menyebabkan 
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Pemkot Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti 

rekomendasi BPK RI atas hasil audit kinerja. 

Halim (2014) mendefinisikan audit kinerja 

sebagai sebuah proses yang dilakukan secara 

sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi 

bukti audit secara objektif, untuk kemudian 

dilakukan penilaian secara independen pada aspek 

ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas atas 

pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan 

terhadap kebijakan, hukum, dan peraturan yang 

berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja 

yang telah dicapai dengan kriteria yang ditetapkan 

untuk kemudian mengkomunikasikan hasilnya 

kepada pihak pengguna laporan. Audit kinerja juga 

dikenal dengan istilah value for money audit (VFM 

audit) atau economy, efficiency, and effectiveness 

audit (3E’s audit). Pelaksanaan audit kinerja 

meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas (Mahsun 2013). Audit ekonomi dan 

efisiensi disebut juga dengan audit manajemen atau 

audit operasional, sedangkan audit efektifitas 

dikenal dengan audit program. Audit ini 

memfokuskan pelaksanaannya pada tindakan dan 

kejadian ekonomi yang merepresentasikan kinerja 

organisasi (Mardiasmo 2009). Dari definisi yang 

disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa audit 

kinerja merupakan pemeriksaan yang dilakukan 

secara independen dan objektif atas aspek ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas untuk menilai kinerja 

program/aktivitas pemerintah. 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN) mendefinisikan rekomendasi sebagai saran 

berdasarkan hasil audit dari auditor kepada orang 

dan/atau lembaga yang berwenang untuk 

melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 

Rekomendasi yang diberikan harus berdasarkan 

hasil audit dan analisa auditor untuk tujuan 

perbaikan. Rai (2008) menyebutkan bahwa auditor 

harus mampu meyakinkan auditan bahwa rumusan 

masalah yang disampaikan dalam laporan hasil 

audit bersumber dari temuan audit dan bukan 

berdasarkan subjektivitas auditor. Dilihat dari 

tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil 

audit kinerja, maka rekomendasi hasil audit kinerja 

diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 

entitas. Suatu rekomendasi dapat dikatakan bersifat 

konstruktif/membangun apabila (BPK RI, 2011): 

1. Diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang ditemukan dalam pelaksanaan audit; 

2. Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; 

3. Ditujukan kepada pihak yang memiliki 

kewenangan untuk mengambil tindakan 

perbaikan; 

4. Dapat dilaksanakan; dan 

5. Pelaksanaan rekomendasi dengan biaya yang 

memadai. 

Kualitas laporan audit yang diserahkan 

kepada manajemen sama baiknya dengan upaya 

tindak lanjut yang diambil untuk melaksanakan 

rekomendasi dan memperbaiki kekurangan yang 

dilaporkan (Keating, 1995). Laporan hasil audit 

kinerja tidaklah memberi manfaat yang nyata bagi 

perbaikan kinerja entitas tanpa adanya tindak lanjut 

oleh pejabat dan pihak yang berwenang. Manfaat 

audit kinerja bukan dinilai dari jumlah temuan audit 

yang dilaporkan, melainkan pada pelaksanaan 

tindak lanjut atas laporan audit dan rekomendasinya 

(Rai, 2008). 

UU No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara pasal 20 mengatur mengenai 

kewajiban pejabat yang berwenang untuk 

menindaklanjuti, memberikan jawaban, atau 

penjelasan kepada BPK RI atas rekomendasi dalam 
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laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 

hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 

Selain mewajibkan pejabat pemerintah untuk 

menindaklanjuti rekomendasi tersebut, UU No. 15 

Tahun 2004 juga memberikan kewenangan kepada 

BPK untuk melakukan pemantauan atas tindak 

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. 

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI 

menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan 

pemantauan tindak lanjut hasil audit, BPK 

melakukan penelaahan atas jawaban atau 

penjelasan yang diberikan oleh auditan. Penelaahan 

dilakukan untuk menentukan status tindak lanjut 

rekomendasi BPK RI. Hasil penelaahan 

diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu 

1. Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi, yaitu 

jika pejabat yang berwenang telah 

melaksanakan rekomendasi BPK RI secara 

memadai; 

2. Tindak lanjut belum sesuai dengan 

rekomendasi, yaitu jika pejabat yang 

berwenang telah menindaklanjuti namun belum 

sepenuhnya sesuai rekomendasi atau masih 

dalam proses; 

3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu jika 

pejabat yang berwenang belum 

menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; dan 

4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu 

jika berdasarkan pertimbangan profesional 

BPK RI rekomendasi tidak dapat 

ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan 

ekonomi. 

Auditor memiliki tanggung jawab untuk 

melakukan pemantauan atas penyelesaian tindak 

lanjut hasil audit. Pemantauan tindak lanjut ini 

bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada 

auditor bahwa auditan telah memperbaiki 

kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan 

audit kinerja (Rai 2008, 79). Tujuan tindak lanjut 

audit adalah untuk 

1. Memastikan bahwa rekomendasi yang 

disampaikan auditor dalam laporan hasil audit 

dilaksanakan secara tepat waktu dan memadai; 

2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut 

rekomendasi audit sebelumnya yang masih 

belum selesai; 

3. Memantau perbaikan yang dilakukan oleh 

manajemen, serta hasil dan dampaknya bagi 

entitas auditan; dan 

4. Memastikan tidak terjadi temuan berulang pada 

auditan (Murwanto, Budiarso, dan Ramadhana 

2006, 303). 

Gurning (2017) melakukan penelitian pada 

Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mengetahui 

faktor penghambat yang dihadapi pemerintah 

dalam menindaklanjuti saran perbaikan kinerja atas 

Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Dalam 

penelitiannya ditemukan beberapa faktor yang 

menjadi hambatan, yaitu rencana pembangunan 

jangka menengah tidak disusun secara rinci, tidak 

adanya dukungan dari pimpinan, sistem reward dan 

punishment yang diterapkan tidak berdasarkan 

penilaian kinerja, belum memasukkan penerapan 

sistem akuntabilitas kinerja sebagai program 

prioritas, dan kekurangan jumlah auditor internal. 

Harinurhady, Rifa’i, dan Alamsyah (2017) 

menganalisis penyelesaian TLHP auditor 

Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat yang 

merupakan perwujudan proses implementasi 

kebijakan dinilai dari komunikasi, sumber daya, 

sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur 

organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa kendala utama 

belum selesainya tindak lanjut hasil audit 

dilaksanakan adalah kurangnya komunikasi yang 

baik pada tingkat manajemen SKPD dan kurangnya 

kompetensi SDM. 

Essing, Saerang, dan Lambey (2017) 

menganalisis pelaksanaan TLHP Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Talaud. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 

yang menyebabkan hambatan dalam penyelesaian 

tindak lanjut hasil audit yaitu kurangnya 

pemahaman tentang cara penyelesaian rekomendasi 

hasil audit, kurangnya jumlah personil yang 

dilibatkan dalam penyelesaian tindak lanjut, dan 

proses tindak lanjut yang dilakukan tidak 

sepenuhnya berdasarkan SOP tindak lanjut. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif 

digunakan untuk memberikan pemahaman 

mendalam tentang isu yang diteliti mencakup 

perspektif dan konteks penelitian dilakukan. 

Penelitian kualitatif cocok untuk menjawab 

pertanyaan “mengapa” dalam menjelaskan dan 

memahami isu serta menjawab pertanyaan 

“bagaimana” untuk menggambarkan proses atau 

perilaku (Hennink, Hutter, dan Bailey 2012).  

Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan 

dokumen. Teknik wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. 

Wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki 

tugas dan kewenangan dalam memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit kinerja BPK RI. Pihak-

pihak yang menjadi informan dalam penelitian 

yaitu: 

1. Asisten Walikota Bidang Perekonomian; 

2. Sekretaris Inspekur sebagai Sekretaris Tim 

TLHP BPK; 

3. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan 

Aset; 

4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

sebagai Anggota Tim TLHP BPK; dan 

5. Kepala Bagian P3ADK sebagai kepala unit 

pembina BUMD. 

Analisis data dilakukan dengan 

mendeskripsikan data yang diperoleh baik yang 

berupa teks maupun gambar. Analisis data 

dilakukan dengan mempersiapkan data, 

menganalisis dengan beberapa metode, memahami 

data secara mendalam, melakukan penyajian data, 

dan mendefinisikan makna yang terkandung dalam 

data tersebut secara lebih luas (Creswell 2015). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Proses Penyelesaian Tindak Lanjut 

Perwal No. 92 Tahun 2012 telah mengatur 

mengenai tata cara pelaksanaan tindak lanjut hasil 

audit BPK dan kewajiban tiap SKPD dalam 

pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit kinerja BPK atas 

efektivitas tata kelola pembinaan BUMD 

dilaksanakan dengan berpedoman pada perwal 

tersebut. Hasil analisis transkrip wawancara dan 

telaah dokumen menunjukkan bahwa tata cara 

penyelesaian tindak lanjut ynag berjalan di Pemkot 

Yogyakarta sesuai dengan Perwal No. 92 Tahun 

2012.  
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2. Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

kendala yang dihadapi oleh Pemkot Yogyakarta 

dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja 

tersebut. Secara umum kendala tersebut 

menyangkut sumber daya manusia, komunikasi, 

pengendalian internal, sistem reward and 

punishment, dan dukungan legislatif. 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Faktor sumber daya manusia menjadi 

faktor kendala penyelesaian tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit kinerja terbanyak yang 

disampaikan dalam wawancara. Secara umum, 

kendala dalam SDM ini meliputi kekurangan 

jumlah personil, kekurangan personil yang 

kompeten, dan mutasi personil. 

Kekurangan personil yang terjadi baik pada 

SKPD maupun pada Inspektorat sebagai unit kerja 

yang mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut 

hasil audit menjadi salah satu sebab terhambatnya 

penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Sekretaris 

Inspektorat mengungkapkan bahwa penyelesaian 

tindak lanjut hasil audit BPK terhambat dengan 

adanya kekosongan pada beberapa posisi dan 

jabatan akibat terus berkurangnya personil pada 

Pemkot Yogyakarta sementara belum ada 

penambahan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dampak dari kekurangan personil pada 

Bagian P3ADK menyebabkan tidak semua tugas 

dan fungsi dapat dilaksanakan tepat waktu. Hal ini 

termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit 

kinerja yang dibebankan pada Bagian P3ADK. 

Bagian P3ADK sebagai unit teknis yang menangani 

pembinaan BUMD termasuk salah satu unit yang 

ditugaskan untuk menindaklanjuti rekomendasi 

hasil audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI. 

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut 

diperlukan sumber daya manusia berupa analis 

yang dapat ditugaskan untuk menangani 

penyelesaian tindak lanjut tersebut. Dari hasil 

wawancara diketahui bahwa penyelesaian tindak 

lanjut rekomendasi hasil audit kinerja tersebut 

mengalami hambatan dengan adanya kekurangan 

personil untuk mengisi posisi analis pada Bidang 

P3ADK. 

Sekretaris Inspektorat mengungkapkan 

bahwa salah satu hambatan penyelesaian tindak 

lanjut hasil audit adalah pemahaman personil atas 

permasalahan dalam laporan hasil audit dan 

penyelesaian tindak lanjutnya. Inspektur Pembantu 

menyatakan bahwa salah satu penyebab lambatnya 

penyelesaian tindak lanjut adalah SKPD kurang 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan 

untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil audit. 

Rekomendasi yang diusulkan oleh BPK RI 

ditindaklanjuti oleh SKPD dengan membuat 

tanggapan berupa langkah yang akan diambil oleh 

SKPD. Namun tanggapan tersebut seringkali bukan 

merupakan langkah perbaikan sebagaimana yang 

diusulkan oleh BPK RI. Tanggapan yang 

disampaikan oleh SKPD hanya berisi pernyataan 

akan melakukan perbaikan. 

Permasalahan lain yang berkaitan dengan 

sumber daya manusia adalah mutasi pegawai yang 

terjadi di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Mutasi 

pegawai mengakibatkan terhambatnya 

penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja terjadi 

pada Bagian P3ADK dan pada Sub Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan. Personil yang dipindahtugaskan 

termasuk personil yang diberi tugas untuk 

penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja. 

Mutasi pegawai tersebut berdampak pada 

perangkapan tugas oleh pegawai lain maupun 

atasan pada unit kerja yang bersangkutan. 
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Kekurangan personil diakui menjadi 

menjadi permasalahan yang terjadi di lingkungan 

Pemkot Yogyakarta. Kondisi ini menghambat 

pelaksanaan tugas pokok baik Inspektorat maupun 

Bagian P3ADK termasuk tugas-tugas untuk 

pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil audit 

kinerja BPK. Kekurangan personil ini berusaha 

diatasi oleh Pemkot Yogyakarta dengan melakukan 

pemindahan tugas beberapa personil antar unit 

kerja, namun pemindahan personil tersebut justru 

menimbulkan permasalahan baru bagi unit kerja 

lama jika personil yang dipindahkan tersebut 

merupakan personil yang menangani penyelesaian 

tindak lanjut hasil audit kinerja. Pergantian personil 

karena pemindahan tugas tidak hanya menjadi 

masalah pada unit kerja lama. Bagi unit kerja baru 

hal ini tidak sepenuhunya menjadi solusi bagi 

kebutuhan personil. 

b. Komunikasi 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Harinurhady, Rifa’i, dan Alamsyah (2017) 

menemukan bahwa salah satu kendala utama belum 

selesainya tindak lanjut hasil audit adalah 

kurangnya komunikasi yang baik pada tingkat 

manajemen SKPD. Lebih lanjut dalam penelitian 

tersebut dijelaskan bahwa komunikasi yang baik 

ditunjukan dengan terjalinnya komunikasi yang 

baik antara pemeriksa dengan yang diperiksa dan 

antara atasan dengan bawahan dalam SKPD. Jika 

pejabat yang bertanggungjawab melakukan 

penyelesaian tindak lanjut memiliki komitmen, 

maka hal ini akan sangat membantu dalam 

melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi 

yang disebutkan dalam LHP. 

Kendala komunikasi yang dialami adalah 

kendala komunikasi dan koordinasi baik di internal 

unit kerja maupun lintas unit kerja. Kendala 

komunikasi pada internal unit kerja terjadi karena 

personil yang menangani penyelesaian tindak lanjut 

hasil audit kinerja tidak mengkomunikasikan secara 

detil pelaksanaan tugas yang dilakukannya kepada 

personil lain maupun kepada atasan. Pada saat 

terjadi pemindahan tugas atau pergantian personil 

di lingkungan Pemkot Yogyakarta hal ini 

menyebabkan proses penyelesaian tindak lanjut 

tersebut terhenti. 

Pemkot Yogyakarta telah memfasilitasi 

koordinasi antar SKPD dalam penyelesaian tindak 

lanjut hasil audit kinerja. Dalam forum koordinasi 

tersebut masing-masing SKPD dapat melaporkan 

penyelesaian tindak lanjut yang sedang 

dilaksanakan, baik kesulitan maupun 

perkembangan yang telah dilakukan. Forum 

koordinasi tersebut akan efektif jika masing-masing 

SKDP dan unit kerja melaporkan perkembangan 

dan kendala yang dialami dalam penyelesaian 

tindak lanjut. Dari hasil wawancara diketahui 

bahwa tidak semua kendala yang dialami oleh 

SKPD dan unit kerja terkait dilaporkan dalam 

forum koordinasi tersebut, sehingga Walikota 

sebagai pimpinan entitas tidak mengetahui secara 

utuh kendala yang dialami oleh SKPD. 

c. Pengendalian Internal 

Salah satu tujuan dari pengendalian internal 

adalah menjamin tujuan sebuah program atau 

entitas tercapai secara efektif. Hal ini berarti 

kelemahan dalam pengendalian internal dapat 

mengancam tercapainya program kerja atau tujuan 

entitas tersebut. 

Dalam LHP Kinerja yang disampaikan oleh 

BPK, terdapat 2 rekomendasi yang berkaitan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). 

Kedua rekomendasi tersebut berkaitan dengan 
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memasukkan arah pengembangan BUMD ke dalam 

RPJMD dan Renstra Pemkot Yogyakarta. 

Inspektorat ditugaskan untuk melakukan reviu 

kesesuaian RPJMD berdasarkan langkah-langkah 

tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. Masih terdapat kelemahan dalam 

pelaksanaan reviu RPJMD yang dilakukan oleh 

Inspektorat. Dalam pelaksanaan reviu RPJMD 

untuk penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta 

periode tahun 2017-2022, Inspektorat belum 

memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan terutama 

hasil pemeriksaan BPK RI yang 

merekomendasikan penyesuaian terhadap RPJMD. 

Reviu yang dilakukan masih bersifat parsial 

terhadap Renstra Daerah, Renstra SKPD, dan 

RPJMD yang baru. 

Kendala lain dalam pengendalian internal 

adalah kelemahan pengawasan. Lemahnya 

pengawasan dari pimpinan SKPD menyebabkan 

tindak lanjut hasil audit kinerja tidak selesai 

dilaksanakan. Kelemahan pengendalian atas 

penyelesaian tindak lanjut tidak hanya terjadi di 

lingkungan SKPD sebagai unit yang bertugas 

menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja. 

Inspektorat sebagai unit kerja yang mengkoordinir 

pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kinerja juga 

memiliki kelemahan pada pola koordinasi yang 

berjalan untuk melaksanakan pemantauan dalam 

penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja. 

d. Dukungan legislatif 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif yang 

menjalankan pemerintahan membutuhkan 

dukungan dari DPRD sebagai unsur legislatif. 

Dukungan legislatif diberikan berupa fungsi 

regulasi, pengawasan, dan anggaran. Dukungan 

regulasi dapat diberikan dalam bentuk dukungan 

legislatif dalam penyusunan RPJMD, penyusunan 

regulasi yang berkaitan dengan tata kelola BUMD, 

dan penyusunan peraturan daerah yang mengatur 

mengenai penyertaan modal. Dukungan 

pengawasan dapat diberikan dalam bentuk 

melakukan pengawasan baik atas pelaksanaan 

program pemerintah maupun dalam bentuk realisasi 

anggaran. Dalam kondisi tertentu DPRD dapat 

membentuk Pantia Khusus (Pansus) yang dapat 

mendorong pelaksanaan pengawasan terhadap 

pemerintah daerah. sedangkan fungsi anggaran 

diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah 

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit 

kinerja ini belum mendapat dukungan yang cukup 

dari legislatif. DPRD belum membentuk Panitia 

Khusus (Pansus) seperti yang dilakukan pada saat 

menindaklanjuti hasil audit kinerja BPK RI atas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembentukan 

Pansus sangat membantu dalam mendorong 

penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Sementara 

untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja 

atas tata kelola pembinaan BUMD ini belum ada 

Pansus yang dibentuk. 

Pemkot Yogyakarta dalam proses 

penyelesaian tindak lanjut telah mengajukan kepada 
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DPRD untuk dilakukan pembahasan terkait dengan 

penyertaan modal BUMD namun respon yang 

diberikan belum menunjukkan bahwa penyelesaian 

tindak lanjut hasil audit kinerja ini menjadi prioritas 

bagi DPRD. 

 

SIMPULAN 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah 

melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian tindak 

lanjut rekomendasi hasil audit kinerja BPK sesuai 

dengan tata cara penyelesaian tindak lanjut 

rekomendasi sebagaimana yang diatur dalam 

Perwal Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada 

Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Kendala utama belum selesainya Pemkot 

Yogyakarta menindaklanjuti rekomendasi hasil 

audit kinerja adalah kekurangan jumlah dan 

kompetensi SDM, mutasi personil, kelemahan 

komunikasi, koordinasi, dan pengendalian internal, 

serta kurangnya dukungan legislatif. 

Diharapkan para pejabat yang tergabung 

dalam Tim TLHP dapat lebih pro aktif dalam 

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit 

BPK RI dengan mengefektifkan pola komunikasi 

dan koordinasi baik di internal SKPD maupun antar 

SKPD. Lembaga legislatif juga diharapkan bersikap 

pro aktif dengan memberikan dukungan sesuai 

kewenangan yang dimilikinya sehingga 

penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja ini 

dapat terasa manfaatnya. 
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